
 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Proses perumusaan kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai 

dengan proses formulasi sebuah kebijakan untuk menjawab masalah anak 

yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemampuan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dalam mengenali kebutuhan anak begitu kompleksnya dengan 

tujuan perlindungan anak. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengandalkan 

koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya yaitu BKKB dan PP 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKB 

dan PP Kota Bandar Lampung untuk mengenali kebutuhan anak. Muatan 

Kebijakan KLA sudah sesuai dengan masalah strategis yang ada di Kota 

Bandar Lampung, hal ini dapat dilihat dari proses perumusan Kebijakan yang 

dilakukan melalui pengarusutamaan hak anak ke dalam pembangunan yang 

difokuskan pada upaya pemenuhan hak anak di bidang-bidang prioritas bagi 

anak.  

2. Anggaran kebijakan KLA berasal dari pemerintah yang diperoleh melalui 

APBD baik APBD tingkat propinsi maupun APBD kota Bandar Lampung 
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sendiri. Anggaran tersebut diperoleh dengan cara beragumentasi dan 

memberikan penjelasan pada Dewan anggaran dan DPR untuk bisa 

mengabulkan program-program yang sudah disepakati bersama. Walaupun 

setiap tahun anggaran meningkat tetapi jumlah kasus lebih tinggi 

peningkatannya sehingga alokasi dana tetap tidak terpenuhi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah kota Bandar 

Lampung di bidang anak belum menjadi prioritas dan masih terbatas 

3. Formulasi kebijakan KLA di Bandar Lampung melibatkan aktor internal dan 

eksternal dari suatu institusi, serta pengaruh dan keterlibatan perangkat sistem 

politik, dapat dilihat pada PERMEN PP/PA No. 11 tahun 2011 tentang 

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Dalam peraturan tersebut diatur 

proses formulasi kebijakan publik yang sejalan dengan model inkremental. 

Aturan kebijakan sudah ada sebelumnya digunakan oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dan 

acuan dalam menyusun proses perumusan kebijakan KLA. Secara implisitnya 

peraturan tersebut bukan menjadi ketetapan atau ketentuan yang harus 

dilakukan namun digunakan sebagai panduan lembaga pemerintah dalam 

menyusun serta unsur lainnya yang berkaitan dengan kebijakan KLA. 

  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat 

peneliti ambil adalah: 

1. Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

diharapkan dalam merumuskan isi dan muatan kebijakan seharusnya 

memperhatikan kecenderungan isu dan masalah yang muncul dari masyarakat 
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dan mencari data pendukung atau informasi yang lebih akurat terkait masalah 

anak. Dengan membentuk tim perumus kebijakan seharusnya tidak hanya 

berasal dari internal SKPD tetapi seharusnya dilakukan melalui proses publik 

dengan melibatkan masyarakat. 

2. Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih memperhatikan masalah 

anggaran kebijakan yang masih sangat terbatas. Karena masih banyaknya 

masalah anak yang belum terselesaikan akibat kurangnya anggaran dari tahun 

ketahun. Untuk itu, pemerintah Kota Bandar Lampung dituntut untuk 

menyiapkan anggaran khusus dengan dibarengi dengan tekad untuk 

memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor kebijakan untuk anak, agar 

konsep Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak di Bandar Lampung yang 

dapat terwujud dengan terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan 

berkembang dan berparisipasi secara maksimal. 


